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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa akselarasi pembangunan desa dapat diwujudkan
salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5459);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan
Restorasi Gambut ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia
tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Ekosistem
Lahan Gambut ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5957);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik  Indonesia  Nomor  P.34/Menlhk/Sekjen/
Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan
Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 801);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
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13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2017 Nomor 53);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.177/DKPP/
08/2016 tentang Penyusunan Rancangan Pembangunan
Kawasan Pedesaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN

PERDESAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

o u kb

10.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan,;

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang
dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melaui pendekatan
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati, Pembangunan kawasan perdesaan
terdiri atas :

Penyusuna rencana tata ruang kawasan perdesaan secara parsitifatif;
Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;

Penguatan kapasitas masyarakat

Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan

Pembangunan infrastruktur antar perdesaan

°po o

Kawasan agropolitan yaitu kawasan yang berbasis pertanian yang terdiri dari
suatu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsionaldan hirarki keruangan satuan
sistem pemukiman dan sistem agribisnis;

Kawasan minapolitan yaitu suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi
utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemesaran
komuditas perikanan pelayanan jasa,dan atau kegiatan pendukung lainnya;
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11. Kawasan Agrowisata yaitu kawasan yang melibatkan penggunaan lahan

pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan;

12. Kawasan Gambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu
lama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
penetapan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi,
dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penetapan Kawasan Perdesaan Pertanian Kecamatan Banjang dan
Amuntai Tengah pada:

Desa Kaludan Kecil

Desa Mawar Sari

Desa Pinang Habang

Desa Pinang Kara

Desa pulau Damar

Desa Pawaludan

mO Q0o

Pasal 4

Penetapan Kawasan Perdesaan Perikanan Kecamatan Paminggir dan
Danau Panggang pada:

Desa Sungai Namang

Desa Tampakang

Desa Bararawa

Desa Palbatu

pao T

Pasal 5

Penetapan Kawasan Perdesaan Kerajinan Berbasis Ekosistem Gambut
Kecamatan Haur Gading dan Amuntai Selatan pada :

Desa Murung Panggang

Desa Tambak sari Panji

Desa Pulan Tani

Desa Tuhuran

pao T
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BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2019
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/ TTD
ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD
MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 10.

~ NIP. 19660110 198602 1003



